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TENTANG
HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA

PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 316);
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA
PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi.

Compressed Natural Gas adalah Gas Bumi yang terutama
terdiri dari metana yang telah dimampatkan dan
dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan
khusus untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

Liquefied Natural Gas adalah Gas Bumi yang terutama
terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat
rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam
keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi/Liquefied
Natural Gas yang dijadikan sebagai dasar perhitungan
bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama, dasar perhitungan
penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan
Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, perhitungan
harga Liquefied Natural Gas yang dibeli oleh Badan Usaha
Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak
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10.

11.

dan Gas Bumi, dan/atau harga Liquefied Natural Gas
yang diperoleh dari impor.

Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha
Hilir yang selanjutnya disebut Harga Jual Gas Bumi Hilir
adalah harga jual Gas Bumi melalui pipa di titik serah
dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak
dan Gas Bumi kepada konsumen Gas Bumi.

Konsumen Gas Bumi adalah pengguna akhir Gas Bumi
yang memiliki perikatan dengan Badan Usaha Pemegang
Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Biaya Niaga adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam
melakukan kegiatan niaga Gas Bumi meliputi tetapi tidak
terbatas pada biaya pengelolaan komoditas, biaya
pengelolaan konsumen, biaya pemasaran, biaya risiko,
dan margin niaga.

Internal Rate of Return yang selanjutnya disingkat IRR
adalah tingkat diskonto dimana nilai sekarang bersih dari
biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai
sekarang bersih dari (arus kas positif) keuntungan
investasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas
Bumi.

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan
gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada

kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Harga Jual Gas Bumi Hilir dalam

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
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meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan
dalam negeri;

menjamin terpenuhinya hak Konsumen Gas Bumi; dan
menjamin kepastian Harga Jual Gas Bumi Hilir dengan
mempertimbangkan daya beli Konsumen Gas Bumi,
kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Gas
Bumi dan tingkat keekonomian yang wajar bagi Badan

Usaha Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3

Harga Jual Gas Bumi Hilir yang diatur dalam Peraturan

Menteri ini terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga
listrik dan industri;
Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk rumah tangga dan
pelanggan kecil; dan
Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan bahan

bakar gas untuk transportasi.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
HARGA JUAL GAS BUMI HILIR

Bagian Kesatu
Perhitungan dan Penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir

Untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Industri

Pasal 4
Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga
listrik dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a ditetapkan oleh Menteri.
Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + biaya
pengelolaan infrastruktur Gas Bumi + Biaya Niaga
Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan harga rata-rata tertimbang maksimal



